
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanMengingat

Daerah Tahun Anggaran 2023;

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan WaHKota tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 PeraturanMenimbang

WALl KOTABANJARMASIN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARANPERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN2023

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

WALl KOTABANJARMASIN,



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19)danj'atau dalam Rangka

MenghadapiAncaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) darr/atau dalam Rangka

MenghadapiAncaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor



6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6770);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 10);



21. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang

Rencana Ketja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115Tahun

2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor287);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor754);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,



dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1777);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor972);

28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor9 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor7 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin



30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 67);

31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7)

32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun

2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

33. Peraturan WaHKota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2023 (Berita Daerah KotaBanjarmasin

Tahun 2022 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Wall Kota Banjarmasin

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah' Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor

63);



BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaHKota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota

Banjarmasin.

4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan WaHKota Banjarmasin.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KOTABANJARMASIN

dan

WALl KOTABANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

PERATURANWALl KOTA TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2023.

Menetapkan:

Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 89)



Pasa12

1. Dengan Peraturan Wall Kota ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

BABII

PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA

DAERAHTAHUNANGGARAN2023

6. Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Perda.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.

8. 8elanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dari/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun

anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat DPASKPDadalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



198.941.049.388,­

(38.876.862.155,-)

160.064.187.233,-

Rp.

Rp.

2.513.152.688.138,-

262.093.696.062,-

2.775.246.384.200,-

300.970.558.217,-

2.625.182.196.967,-

2.324.211.638.750,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp.

Setelah Perubahan

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula

2. Berkurang

b. Belanja Daerah :

1. Semula Rp.

2. Bertambah Rp.

Jumlah Belanja Daerah Rp.

Setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan Daerah Rp.

Setelah Perubahan

Rp.2. Bertambah

Rp.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rincian sebagai

berikut:

a. Pendapatan Daerah :

1. Semula

Pasa13

2. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penjabaran Perubahan APBDmenu rut

urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian

Lampiran II2.

Uraian lebih lanjut Penjabaran Peru bah an Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa13, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Wall Kota ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang Diklasifikasi Menurut

kelompok, jenis, objek, dan rincian

objek, dan sub rincian objek,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasa14

0,-4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.

Daerah Tahun Berkenaan Setelah

Perubahan

150.064.187.233,-Rp.3. Jumlah Pembiayaan Netto

10.000.000.000,-

0,-

10.000.000.000,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp.

2. Bertambah Rp.

Jumlah Pengeluaran Rp.

Pembiayaan Setelah Perubahan



Penerima, dan Besaran Bantuan

Keuangan bersifat Khusus Yang Di

AlamatDaftar Nama Penerima,Lampiran VB

Penerima, dan Besaran Bantuan

Keuangan bersifat Umum Yang Di

Terima Serta SKPD Pemberi Bantuan

Keuangan;

AlamatDaftar Nama Penerima,Lampiran VA

Oaftar Nama Calon Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan

Sosial Berupa Barang yang Di Terima

Serta SKPDPemberi Bantuan Sosial;

Lampiran IVB

Oaftar Nama Calon Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan

Sosial Berupa Uang yang Di Terima

Serta SKPOPemberi Bantuan Sosial;

Lampiran IVA

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah

Berupa Barang/dasa yang Di Terima

Serta SKPDPemberi Hibah;

Lampiran III B

Oaftar Nama Calon Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah

Berupa Uang yang Di Terima Serta

SKPOPemberi Hibah;

Lampiran III A

Objek, dan Sub Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8.

7.

6.

5.

4

3.



Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali

Kota ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan KeIja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal5

Lampiran X13.

Daftar alokasi anggaran Dana BOS per

sekolah;

Formulir komitmen Pemerintah Daerah

menganggarkan barang dan jasa serta

belanja modal berupa Produk Dalam

Negeri (PDN),Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN).

Lampiran IX12.

10. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi

Peraturan Wall Kota Tentang

Penjabaran APBD Yang Disajikan

Berdasarkan Sumber Dana;

11. Lampiran VIII Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi

per FKTP;

fKotafDesa;

KabupatenPemerintahKepada

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Perubahan

Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Lampiran VI9.

Terima Serta SKPD Pemberi Bantuan

Keuangan;



\.
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR '123

H KOTA BANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 September 2(23

IBNU SINA

WALl KOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 Septomber 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Banjarmasin.

Pasal6

Peraturan Wali Kota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

::


